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PENETAPAN 
Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Spn 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan 

penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan 

oleh: 

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Sungai Lambai, 14 September 1999, 

agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.001, 

Semumu, Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Jambi 

sebagai  Pemohon I  

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Semumu, 15 Oktober 2004, agama 

Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di 

Rt.001, Semumu, Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, 

Jambi sebagai  Pemohon II;    

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 

November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat 

Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh 

dengan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Spn dengan dalil-dalil pada pokoknya 

sebagai berikut:  

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan 

secara Islam pada tanggal 02 Maret 2022 di Desa Semumu, Kecamatan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, yang menjadi wali dalam pernikahan 

adalah WALI NIKAH;   

2. Bahwa pada saat akad pernikahan Pemohon I dan Pemohhon II disaksikan 

dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II 

dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan kedua saksi 

menyatakan sah;   

3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sementara 

Pemohon II berstatus perawan;   

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram 

maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan 

perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai maupun pindah 

agama;   

5. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat sekarang 

tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan 

Pemohon II;   

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terkait dengan pernikahan lain;   

7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan telah di karuniai 1 

orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Perempuan, yang 

lahir pada tanggal 12 Oktober 2023;   

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor 

Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah;   

9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan 

Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Penuh guna 

untuk melengkapi persyaratan Administrasi Kependudukan;   

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;   

 

      Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada 

Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk menetapkan penetapan yang amarnya 

sebagai berikut: 

PRIMAIR;  

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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 2.Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Rama Bastian bin Rudi) 

dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 02 

Maret 2022 di Desa Semumu, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci;  

 3.  Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan 

penetapan ini  kepada Kepala Kua yang mewilayahi domisili para Pemohon 

untuk mencatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;  

 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;  

SUBSWALI NIKAHR 

       Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;  

 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon 

telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait 

berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada 

permohonannya; 

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan 

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

 Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 

bukti-bukti  berupa: 

1. Surat: 

belum diisi data alat bukti 

2. Saksi: 

SAKSI I PEMOHON umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri 

Sipil, tempat kediaman di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh 

Kabupaten Kerinci di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai 

berikut:  

bahwa......................................... 

SAKSI II PEMOHON umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan 

PNS, tempat kediaman di Desa Semumu Kecamatan Depati Tujuh 

Kabupaten Kerinci di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai 

berikut:  

bahwa......................................... 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya 

sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

penetapan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan 

Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah 

diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam 

tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah 

Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang 

Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan 

Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak 

ada, maka Majelis berpendapat perkara aquo dapat dilanjutkan; 

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I 

dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama 

dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis 

tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di 

Kantor Urusan Agama setempat; 

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan 

Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah 

melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat 

oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat; 

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan 

Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) 

Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan 

Pemohon III serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan bukti 

surat para Pemohon tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II 

mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini 

(persona standi in judicio) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan 

Perkawinan/Istbat Nikah ini; 

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan 

terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat (2), 

ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I 

dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai 

ketentuan dimaksud; 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para 

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3, yang 

masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P.3 tersebut setelah diteliti ternyata 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap 

pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, 

maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat 

dipertimbangkan lebih lanjut. 

Menimbang, bahwa  alat bukti tertulis P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu 

Tanda Penduduk  a.n. Pemohon I hingga Pemohon II, telah bermeterai cukup 

dinazagelen di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti 

tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, 

serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, isinya relevan dengan permohonan Para 

Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh 

karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan 

sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa  alat bukti tertulis P.3, berupa fotokopi Akta Cerai 

Pemohon I, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dinazagelen di Kantor Pos 

sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan 

fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah 

dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Undang-Undang Hukum Perdata, dimana isinya menerangkan status Pemohon I 

menikah dengan Pemohon II masih terikat dengan wanita lain sebagai istri 

Pemohon II, sehingga tidak relevan dengan permohonan Para Pemohon yang 

menyatakan semasa hidup Pemohon I menikah dengan Pemohon II dengan 

status kawin, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, 

oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki 

kekuatan sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa dengan alat bukti P.3 tersebut menjelaskan bahwa 

status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II masih terikat pernikahan 

dengan wanita lain, dan tidak ada izin dari pengadilan agama untuk Pemohon I 

melakukan poligami: 

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, 

keterangan para Pemohon serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para 

Pemohon di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai 

berikut: 

 Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 telah terjadi akad nikah antara para 

Pemohon yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam di Kecamatan 

Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci; 

 Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon II berstatus gadis yang masih berumur 

17 tahun dengan wali nikah dari pemangku adat setempat; 

 Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus bujang; 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974  “Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat 

kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam 

Pasal 4 Undang-undang ini”, dan berdasarkan fakta tersebut di atas pada saat 

berlangsungnya pernikahan, sedangkan Pemohon II masih di bawah umur 

sedangkan wali dari Pemohon I bukan lah wali yang sah, dan belum mendapat 

izin Pengadilan melakukan dispensasi kawin, sedangkan Pemohon I berstatus 

bujang; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon yang telah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2022 tidak dapat diitsbatkan oleh karenanya 

permohonan para Pemohon ditolak; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon; 

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum 

syara’ serta hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan dengan 

perkaraini. 

MENETAPKAN 

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;   

2. Membebankan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar 

biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,-  (seratus sepuluh ribu rupiah).  

 

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan 

Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 

Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami 

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H.  sebagai Ketua Majelis, penetapan tersebut 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh 

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  

MUHAMMAD HUMAEDI, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh 

Pemohon;  
 

Ketua Majelis, 

 

 

 

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H. 

Panitera Pengganti, 

 

 

 

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Spn 
 

MUHAMMAD HUMAEDI, S.H 

 

Perincian biaya : 

  1.   Pendaftaran   Rp30.000,00  
  2.   Proses   Rp50.000,00  
  3.   Panggilan   Rp10.000,00  
  4.   Redaksi   Rp10.000,00  
  5.   Meterai   Rp10.000,00  

    Jumlah Rp110.000,00 
    ( seratus sepuluh ribu rupiah )  
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